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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu disusun
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

‘Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); '

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090}; -
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4503); '

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4570);

Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun - 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan PemerintahNomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4585); '
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010
tentang Urusan Pemerintahan yang  Diselenggarakan
Pemerintah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan
Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3

Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota

Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota
Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota
Pematangsiantar;
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Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor S Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah XKXota Pematangsiantar
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;

Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar
Nomor 13 Tahun 2017.

Kasubbid........veure.. U‘t
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun anggaran 2016 terdiri atas :

1.

Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 101.582.731.954,78

b. Pendapatan Transfer Rp 913.015.059.818,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 68.167.499.446,00
Jumlah Pendapatan Rp 1.082.765.291.218,8

2. Belanja...



2. Belanja
~ a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Hibah

4) Belanja Bantuan Sosial

5) Belanja Bantuan Keuangan
6) Belanja Tak Terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)

3. Pembiayaan
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a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berjalan

); Pasal 2

533.888.607.520,00
6.471.988,03
10.754.261.000,00
1.019.387.500,00
874.206.892,00
1.044.850.000,00

547.587.784.900,03

46.805.885.504,00
146.190.678.580.76
199.557.080.622,00

392.553.644.706,76

940.141.429.606,79

142.623.861.611,99

Rp
Rp

72.961.236.185,63
57.329.036.337,06

Rp

15.632.199.848,57

Rp

158.256.061.460,56

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota

.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan

realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota

ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Pasal 6 ....



Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal ¢ A'z{u.tm '20!7

Plh. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
W. KOTA

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal ¢ ,‘ra[uch;.s 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,

REI RD SIMANJUNTAK

BERITA'DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR &2



